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ABSTRAK 

 

Neng Lulu Azizatul Hadhro. Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan 

Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi Hukum Islam. 

Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2024.  

 

Wali Mujbir adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan 

orang yang berada dalam perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini 

memilki paksaan dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya. Dalam 

ranah kajian pandangan empat madzhab tentang konsep wali sebagai 

rukun dalam pernikahan dan kedudukan wali mujbir terdapat beberapa 

perbedaan baik dalam konteks hukum syariat islam maupun dalam 

hukum islam di Indonesia. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak 

ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab Imam Syafi’i dan 

Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan jenis normatif. Sifat dari penelitian ini 

adalah deskriptif-analisis-komparatif yaitu mendeskripsikan konsep hak 

Ijbar wali dalam pernikahan kemudian dianalisis dan dikomparasikan 

dengan kedua perspektif tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut madzhab Imam 

Syafi’i, yaitu Syaikh Al-Bajuri dalam Hasyiyah Al-Bajuri dan Syeikh 

Sayyid Muhammad Syatha dalam Hasyiyah I’anah At-thalibin 

menjelaskan hal yang sama bahwa hak ijbar wali itu diperbolehkan untuk 

perempuan gadis atau istri yang belum pernah di gauli oleh suaminya, 

dan untuk janda tidak diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya. 

Perbedaan dari pandangan kedua ulama tersebut terdapat pada syarat nya, 

yaitu harus menggunakan mahar mitsil dan harus se-kufu, dengan artian 
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setara dalam berbagai hal termasuk dari nasab-nya. Dalam KHI, hak ijbar 

wali memang tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi di sisi lain pada 

pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang 

persetujuan calon mempelai bertentangan dengan kewenangan wali 

mujbir, karena wali mujbir berhak memaksakan putrinya menikah dengan 

pilihan sang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa ijbar pernikahan 

menurut hukum di Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan. 

 

Kata Kunci: Hak Ijbar Wali, Madzhab Imam Syafi’i, Kompilasi Hukum 

Islam 
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ABSTRACT 

 

Neng Lulu Azizatul Hadhro. Guardian's Rights of Ijbar in Marriage 

Perspective of the Imam Syafi'i Madzhab and compilation of Islamic 

Law. Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program. 

Indonesian Nahdlatul Ulama University, Jakarta. 2024. 

 

Wali Mujbir is a guardian who has the right to marry people 

under his guardianship. The nature of this guardian's rights is coercive 

and obligatory without permission from his guardian. In the realm of 

studying the views of the four schools of thought regarding the concept 

of guardian as a pillar in marriage and the position of guardian mujbir, 

there are several differences both in the context of Islamic sharia law and 

in Islamic law in Indonesia. 

The purpose of this research is to find out how the guardian's right 

to consent in marriage is from the perspective of the Imam Syafi'i school 

of thought and the Compilation of Islamic Law. The method used in this 

research is qualitative research with a normative type. The nature of this 

research is descriptive-analysis-comparative, namely describing the 

concept of Ijbar guardian rights in marriage and then analyzing and 

comparing these two perspectives. 

The results of this research show that according to the Imam 

Syafi'i school of thought, namely Shaykh Al-Bajuri in Hasyiyah Al-

Bajuri and Sheikh Sayyid Muhammad Syatha in Hasyiyah I'anah At-

thalibin explain the same thing that the right of guardianship is permitted 

for women, girls or wives. who has never been sexually intimate with her 

husband, and for widows it is not permissible except with her consent. 

The difference in the views of the two scholars lies in the conditions, 

namely that they must use a mitsil dowry and must be se-kufu, meaning 
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they are equal in various respects, including their lineage. In the KHI, the 

guardian's right to consent is not specifically explained, but on the other 

hand, article 17 which requires the marriage registrar to ask about the 

consent of the prospective bride and groom is contrary to the authority of 

the mujbir guardian, because the mujbir guardian has the right to force 

his daughter to marry according to the guardian's choice, it can be 

concluded that the marriage ceremony according to Indonesian law 

should not be carried out. 

 

Keywords: Guardian Ijbar Rights, Imam Syafi'i Madzhab, Compilation of 

Islamic Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Penelitian 

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah, dalam al-

quran diistilahkan dengan mithaqan ghalizan yaitu ikatan yang 

kokoh. Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubudiyah, 

sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan 

yang luhur. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan 

keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga merupakan 

langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga 

sakinah dan mawaddah. Disamping itu, pernikahan merupakan 

salah satu asas pokok hidup yang utama dalam pergaulan 

masayarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila 

dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang 

telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Ini berarti undang-

undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk 

menentukan keabsahan suatu pernikahan (Aspandi, 2017 : 2). 

Pernikahan juga merupakan syariat yang dibawa 

Rasulullah. Setiap syariat yang diajarkan tentu memiliki tata cara 
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penerapannya, termasuk cara bagaimana memperoleh keturunan 

melalui syariat pernikahan. Pernikahan tidak hanya bertujuan 

untuk memperoleh keturunan serta meneruskan pertalian darah ke 

bapak kepada generasi berikutnya. Namun, lebih jauh dari itu 

pernikahan diposisikan sebagai jalan, tempat beribadah kepada 

Allah (ta’abbudi). Tujuan ditetapkannya hukum atau syariat 

pernikahan pada dasarnya kembali kepada tujuan umum hukum 

islam itu sendiri. Salah satu dari tujuan tersebut yakni untuk 

melindungi dan menjaga keturunan atau dalam istilah fiqh disebut 

hifzun nasl (Aziz, 2017 : 2). 

Islam mengajarkan sebuah hubungan yang apabila diawali 

dengan sebuah niatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, niscaya keberkahan akan selalu menaungi di setiap langkah 

seorang hamba. Sebuah hubungan yang ketika dibina dan 

dipelihara dengan baik, sesuai dengan aturan- Nya yang 

termaktub sempurna dalam al-Qur’an al-Karim, yang lebih 

dipertegas lagi oleh utusan- Nya melalui mutiara hadits nabawi, 

maka sebuah cita-cita mulia yang diidamkan oleh setiap muslim, 

sakinah, mawaddah dan warahmah, akan diraih penuh 

kebahagiaan bersama dengan jodoh yang telah ditentukan oleh 
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takdir-Nya. Sebuah hubungan yang lazim disebut dengan ikatan 

pernikahan (Ramulyo, 1999 : 25).  

Pernikahan selain sebagai tuntutan fitrah manusia, juga 

merupakan langkah awal membina rumah tangga yang sakinah. 

Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut Hukum 

Islam, pengertian pernikahan itu adalah akad atau persetujuan 

calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus 

melalui ijab dan qabul atau serah terima, ada hal yang perlu 

digaris bawahi adalah terdapat pada kata persetujuan. Dalam 

Islam, telah dijelaskan tentang konsep perwalian yang apabila 

dikaitkan dengan kata persetujuan diatas, maka dapat ditarik 

sebuah garis yang akan mengantarkan kepada sebuah pembahasan 

tentang hukum dan kedudukan wali dalam pernikahan (Thalib, 

1999 : 25).  

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang 

tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu Fiqih saja, akan tetapi juga 

telah diatur secara jelas dalam aturan pernikahan di Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 tentang 

pernikahan, disebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas 
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persetujuan kedua calon mempelai” yang artinya pelaksanaan 

pernikahan haruslah didasarkan atas dasar sukarela dan tidak ada 

unsur paksaan. Dalam hal ini konsep perwalian yang ada dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam 

menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya. Akan tetapi 

dasar perwalian tersebut tetap harus melibatkan perempuan dalam 

meminta izinnya, sehingga tidak dapat dibenarkan praktik nikah 

paksa.  

Sebuah pernikahan dikatakan sah, apabila dalam 

pelaksanaannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan 

sebagaimana yang dikaji dalam kitab fiqih klasik maupun dalam 

Kompilasi Hukum Islam. Menurut Hukum Islam dalam kajian 

kitab-kitab fiqih, suatu pernikahan dikatakan sah apabila 

memenuhi syarat dan rukun. Adapun hukum dan kedudukan wali 

dalam pernikahan menempati posisi yang sangat penting, karena 

apabila dalam suatu pernikahan tanpa adanya wali dari pihak 

mempelai perempuan, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak 

sah atau batal. Dengan begitu peran wali menjadi sangat vital 
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dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan aturan 

Negara, terlebih menurut hukum Islam (Nurdin, 2022 : 5) 

Kebebasan memilih calon pasangan dalam praktiknya 

tidak jarang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh orang tua 

atau wali dari calon mempelai perempuan. Pada dasarnya, hak 

ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang 

orang tua terhadap anak perempuan. Meskipun demikian, dalam 

praktiknya tidak jarang hak ijbar dimaknai dengan pemaksaan 

kehendak terhadap anak perempuan pada saat pemilihan 

pasangan. Konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan 

kaum perempuan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. 

Dengan hak ijbar ini, wali perempuan punya kewenangan untuk 

menikahkan anak perempuanya tanpa mendapatkan persetujuan 

dari yang bersangkutan. Model semacam ini dikenal dengan 

istilah “kawin paksa” atau wali mujbir. Fenomena pemaksaan 

dalam tradisi masyarakat tertentu telah mengakar kuat. Terlebih 

argumentasi mereka disandarkan pada pandangan ulama madzhab 

syafi’I yang membenarkan praktik hak ijbar (Waddin, 2022 : 

109). 
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Sedangkan yang dimaksud dalam perwalian secara 

terminologi para fukaha Seperti yang disebutkan oleh Wahbah az-

Zuhaili yakni kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang 

untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa 

harus tergantung pada izin orang lain. Fuqaha sependapat pula 

bahwa seorang wanita berhak menolak perkawinan yang 

dipaksakan oleh walinya, jika tidak ada kesepadanan (kafaah) 

seperti hak seorang gadis untuk menolak pengawinan ayahnya 

(Nurhasanah, 2019 : 20). 

Dalam perspektif antropologi hukum islam yang 

mempunyai porsi lebih dalam penciptaan hukum dan 

keberlangsungan eksistensi hukum, juga mempunyai cara 

pandang yang kontradiktif terhadap keberlangsungan kententuan 

hak ijbar wali. Nilai-nilai, norma-norma serta budaya masyarakat 

sekarang, telah memberikan posisi lebih terhadap determinasi 

kaum perempuan. Artinya, eksistensi dan peran perempuan 

sekarang sangat dibutuhkan. Dengan demikian, ketentuan hak 

ijbar yang memberikan pengekangan terhadap kaum perempuan 

sangat bertentangan dengan nilai-nilai, norma-norma, dan budaya 

yang ada pada masyarakat sekarang. Wal hasil, hak ijbar tidak 
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bisa diterima oleh berbagai lapisan masayarakat (Muttaqin, 2020 : 

15). 

Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak 

memaksa anak perempuan kandungmya untuk dinikahkan. Studi 

ini menarik perhatian kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). 

Indikasi seorang wali yang memilki kuasa untuk memaksa anak 

perempuannya kawin/menikah terahalang oleh beberapa sebab 

sebagaimana yang ditemukan dalam pasal 10 undang-undang ini. 

Sebab dilarang seorang wali untuk memaksa anak perempuannya 

memiliki tiga keadaan, sebagaimana dalam penjelasan ayat 2 

pasal 10 UU TPKS; pertama, perkawinan anak; kedua, 

pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik 

budaya; ketiga, pemaksaan perkawinan antara korban dengan 

pelaku pemerkosaan. Keadaan-keadaan ini menjadikan negara 

sebagai puncak pemegang kekuasaan. Negara menjadi pelindung 

atas orang-orang yang direnggut kuasa diri oleh orang-orang yang 

memilki otoritas dalam keluarga masing-masing. 

Studi pemaksaan pernikahan oleh Wali Mujbir adalah 

bahasan yang menyinggung aspek- aspek di antaranya gender dan 
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hak asasi manusia (HAM). Hasil studi-studi sebelumnya 

difokuskan dengan studi yang mengkritik tindakan bahwa 

perempuan sebagai subjek hukum. Akibatnya perempuan tidak 

memilki kuasa atas dirinya sendiri. Islam pun memberi pilihan 

kepada seorang anak bahwa terdapat pula haknya untuk memilih 

pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. 

Tetapi, pada hakikatnya pernikahan adalah ibadah yang memilki 

akad dengan walinya perempuan. Maka pernikahan pun bertujuan 

untuk menyatukan dua keluarga besar dari masing-masing pihak 

(Yusriana, 2021 : 15).  

Wali mujbir mesti menikahakan perempuan dalam 

perwaliannya dengan catatan bahwa antara wali dengan 

perempuan tidak dalam permusuhan secara jelas (konflik buruk); 

calon istri dan suami tidak bermusuhan; calon suami harus mesti 

kafa’ah dengan calon istri; mampu membayar mahar; bentuk 

mahar adalah mitsil; mahar sesuai dengan pemahaman dan 

kebiasan pada daerahnya masing- masing; mahar diberikan secara 

langsung, Kafa’ah yang dimaksud memiliki lima kriteria, di 

antaranya; pertama, tidak memilki penyakit seperti gila dan kulit, 
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kedua, merdeka, ketiga, nasab (keturunan), keempat, pekerjaan, 

kelima, tidak fasik (Umar, 2000 : 105). 

Sementara itu dalam ranah kajian pandangan empat 

madzhab tentang konsep wali sebagai rukun dalam pernikahan, 

terdapat perbedaan dalam menafsirkan baik itu yang terdapat 

dalam nash-nash al-Qur’an maupun dalam teks-teks hadits, 

sehingga menarik untuk dibahas.  

Menurut madzhab syafi’iyyah, Wali Mujbir adalah wali 

yang memiliki hak untuk menikahkan orang yang berada dalam 

perwaliannya, sifat dari haknya seorang wali ini memilki paksaan 

dan wajib tanpa ada izin dari perwaliannya. Wali mujbir mesti 

memilki syarat tertentu, seperti adil, merdeka, dan mukalaf. 

Alasan hak memaksa perkawinan oleh wali mujbir bagi mazhab 

syafi’i dengan indikasi bahwa perawaliannya adalah anak 

perempuan yang masih perawan, baik baligh atau belum. Karena 

alasan hukum untuk memaksakan pernikahan belum adanya kuasa 

atas diri perempuan tersebut, lain halnya dengan seorang janda 

yang memilki kuasa atas dirinya sendiri. Madzhab syafi’iyyah 

memiliki berbagai pandangan yang berbeda terkait hak ijbar wali 

dalam pernikahan, dan tentunya sosok para ulama syafi’iyyah pun 
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sama banyaknya yang bisa dijadikan sebagai panutan pada setiap 

hukum syariat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Di kalangan pesantren, pasti mengenal betul kitab 

Hasyiyah al-Bajuri (Syarh Fath al-Qorib) karangan Syeikh 

Ibrahim Al-Bajuri. Kitab tersebut merupakan kitab bidang ilmu 

fiqih, yang tentunya dalam kitab tersebut ada pembahasan 

mengenai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan 

pernikahan (Munakahah), termasuk tentang hak ijbar seorang 

wali. Selain dikenal, kitab tersebut pun dikaji dan dipelajari oleh 

banyaknya para santri, juga tak sedikit yang menjadikan sebagai 

rujukan utama dalam permasalahan hukum syariat islam dalam 

bidang fiqih. Tak lupa dengan sosok ulama yang mengarang kitab 

tersebut yaitu Syeikh Ibrahim Al-Bajuri, beliau merupakan ulama 

yang sangat berpengaruh di dunia pesantren, ditandai dengan 

banyaknya karangan beliau yang menjadi pegangan di pesantren 

baik yang dijadikan sebagai bahan ajar sebuah kurikulum maupun 

hanya sebatas referensi bacaan. 

Sayyid Abu Bakar Syatha alias Sayyid Bakri Syatha 

(1848-1892 M) merupakan ulama besar dari Makkah. Ia dikenal 

sebagai pengarang kitab Hasyiah I’anah al-Thalibin  (Syarh Fath 
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al-Mu’in), dan guru para ulama Nusantara yang belajar di kota 

Makkah pada akhir abad ke-19 M. Syekh Abu Bakar Syatha 

merupakan ulama dzuriyah Nabi Muhammad Saw. Nasabnya 

bersambung pada Nabi Muhammad Saw. Itu alasan ia juga 

dikenal dengan Sayyid Bakri Syatho. Beliau juga dikenal sebagai 

ulama fuqaha, dibuktikan dengan adanya karya-karya 

karangannya yang membahas tentang ilmu dalam bidang fiqih. 

Kitab Hasyiyah I’anah al-Thalibin pun merupakan kitab bidang 

ilmu fiqih yang tentunya membahas segala hal yang berkaitan 

dengan ubudiyah, jinayah, munakahah, dan muamalah. Selain itu 

kitab Hasyiyah I’anah al-Thalibin juga dikenal sebagai kitab yang 

sering dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia dan tentunya 

selaluu dijadikan rujukan oleh para santri hingga saat ini. 

Dari penjelasan di atas, tentang kedua tokoh ulama dan 2 

kitab karyanya, penulis sangat tertarik untuk menjadikan kitab-

kitab tersebut sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, 

dikarenakan mengingat beliau adalah para ulama yang ahli dalam 

ilmu fiqih, selain itu karena beliau juga adalah para ulama yang 

hebat terlihat dari nasab-nya yang sangat mulia, juga tak lupa 
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dengan karyanya yang terkenal pun dipelajari oleh banyak orang 

tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. 

Dari pandangan di atas pun kiranya perlu untuk mencari 

dan memahami makna baik itu dalam hukum syariat islam 

maupun hukum di Indonesia yang berhubungan dengan konsep 

hak ijbar wali dalam pernikahan. Hal ini juga dimaksudkan agar 

esensi dari wali sebagai rukun dalam pernikahan benar-benar 

tersampaikan dan memberikan kemashlahatan bagi umat Islam, 

khususnya dalam hal pernikahan.  

Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk 

mengkaji lebih dalam lagi mengenai pendapat madzhab Imam 

Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan, yang juga 

ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam, yang dituangkan 

dalam penelitian yang berjudul “Hak Ijbar Wali Dalam 

Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan Kompilasi 

Hukum Islam”. 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti dapat 

merumuskan beberapa masalah, yaitu: 
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a. Peranan penting seorang wali dalam pernikahan, 

karena termasuk salah satu rukun pernikahan. 

b. Wali mujbir memiliki hak untuk memaksa seorang 

anak perempuan untuk dinikahkan. 

c. Hak ijbar wali memiliki banyak pandangan, baik 

ditinjau dari hukum islam yaitu para ulama madzhab, 

maupun hukum negara yakni kompilasi hukum islam. 

C. Pertanyaan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

pertanyaan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan menurut 

madzhab imam syafi’i? 

b. Bagaimana hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif 

kompilasi hukum islam?  

c. Bagaimana relevansi madzhab imam syafi’i dengan 

kompilasi hukum islam terhadap hak ijbar wali dalam 

pernikahan?  

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui hak ijbar wali dalam pernikahan 

menurut madzhab imam syafi’i 

b. Untuk mengetahui hak ijbar wali dalam pernikahan 

perspektif kompilasi hukum islam 

c. Untuk mengetahui relevansi madzhab imam syafi’i 

dengan kompilasi hukum islam terhadap hak ijbar wali 

dalam pernikahan 

E. Manfaat Penelitian 

a. Secara Praktis 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada penulis sendiri, serta dapat menjadi sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan hukum pernikahan khususnya 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dengan syarat, 

rukun serta posisi wali mujbir dalam kaitannya terhadap 

kemaslahatan istri. 

b. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi 

serta masukan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum 

dalam melakukan pernikahan dengan konsep wali mujbir, 

mengetahui aspek maslahat berkenaan konsep wali mujbir 
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serta sebagai tambahan pengetahuan secara umum terhadap 

pernikahan dan secara khusus mengenai wali mujbir.  

F. Penelitian Terdahulu 

Pemaparan penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk 

menguji bahwa penelitian ini tidak pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu walaupun memiliki karakteristik yang relatif sama 

secara garis besar dengan penelitian lainya. 

1. Jurnal yang berjudul “Batasan Hak Wali Mujbir 

Membatasi Perkawinan” karya Abdul Hafizh dan 

Muhammad Ilham Armi. Hasil penelitiannya 

menjelaskan bahwa Esensi dari wali mujbir ialah 

kekuatan untuk memastikan keberlansungan keturunan 

dari perempuan dalam perwaliannya. Wali mujbir 

memaksa untuk melansungkan perkawinan lantaran 

khawatir perempuan dalam perwaliannya tidak 

kunjung melaksanakan perkawinan. Faktor umur yang 

bertambah dan kesempatan memilih pasangan semakin 

sempit, mengindakasikan wali mujbir mesti memakai 

hak ijbarnya untuk mendesak perkawinan seperti 

demikian. Tentu dalam hal demikian pemaksaan 
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perkawinan menjadi alternatif satu-satunya, 

melepaskan (membiarkan) anak perempuan yang tua 

untuk tidak melangsungkan perkawinan pun 

merupakan ketidakacuhan yang membawa aib bagi 

wali dan keluarganya yang menjadikan Islam sebagai 

agama dan gaya hidup. Untuk keadaan seorang 

perempuan yang telah pernah melansungkan 

perkawinan dan telah putus perkawinannya, 

mengakibatkan status perempuan tersebut menjadi 

seorang janda, status seorang janda dan kekuasaan atas 

dirinya penuh kembali kepada dirinya sendiri, tidak 

dikembalikan kepada wali mujbir dari perempuan 

janda tersebut.  

2. Skripsi yang berjudul “Pandangan Ibrahim Hosen 

Tentang Wali Mujbir” karya Isaora Astiningsih. Hasil 

penelitiannya menjelaskan Pandangan Ibrahim Hosen 

tentang wali mujbir yakni mengartikan wali yang 

mempunyai hak menikahkan anak gadisnya yang 

masih perawan tanpa meminta izinnya terlebih dahulu 

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat 
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sesuai dengan fungsi ayah yang bertujuan baik untuk 

kemaslahatan anaknya. Jadi pemberian hak ijbar 

kepada ayah terhadap anak gadisnya, bukanlah berarti 

membenarkan perkawinan paksaan. Istinbat hukum 

Ibrahim Hosen dalam menetapkan hukum mengenai 

wali mujbir ialah berdasarkan hadis riwayat Bukhari 

dan Muslim. Dalam memahami kedua hadis tersebut 

beliau menggunakan kaidah ushul fiqh dari aspek 

bahasa yaitu mafhum mukhalafah dan jenisnya 

mafhum sifat. 

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hak Ijbar Wali Dalam 

Perkawinan Terhadap Kemaslahatan Istri Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif” karya Nabiilah 

Raudhanisa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hak ijbar wali merupakan bentuk ikhtiar agar wali 

(ayah maupun kakek) menggunakan kewenangannya 

untuk menolak segala bentuk kemudharatan dari 

pilihan pribadi sang anak yang dianggap keliru dan 

tidak baik. Penerapan wali mujbir dalam perkawinan 

tidak menyimpang dari 5 tujuan pensyariatan (maqasid 
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al-syar’iyyah). Sementara itu, berdasarkan Undang-

Undang Hak Asasi Manusia, penerapan wali mujbir 

sebenarnya berkolerasi dan saling mendukung dalam 

pemenuhan aspek kebaikan anak. Disamping itu, wali 

mujbir tidak dalam posisi membatasi atau mengekang 

pilihan anak. Akan tetapi, wali mujbir merupakan 

penanggung jawab untuk melindungi anak khususnya 

pada saat usia belum dewasa. Dengan demikian dapat 

terwujud kebahagiaan dalam perkawinan anak 

tersebut.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengecekan yang penulis 

lakukan maka penelitian yang berjudul “Hak Ijbar Wali Dalam 

Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan kompilasi 

Hukum Islam”, belum pernah diteliti sebelumnya. 

G. Sistematika Penulisan 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka 

penulis menjadikan sistematika penulisan ini dalam empat bab, 

yang mana ke empat bab tersebut terdiri dari sub-sub yang terkait. 

Sistematika penulisan sebagai berikut:  
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BAB I menyajikan pendahuluan, dalam bab ini memuat 

latar belakang penelitian, rumusan penelitian, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu dan sistematika penulisan. 

Adapun BAB II membahas kajian teori terkait tinjauan 

umum wali mujbir dan tinjauan umum hak ijbar wali. 

Pembahasan yang memuat pengertian wali mujbir dan hak ijbar 

wali. Membahas juga tentang hak ijbar wali menurut pandangan 

Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali. 

Selanjutnya pada BAB III penulis menyajikan metode 

penelitian, membahas tentang jenis penelitian, jenis data, Teknik 

pengumpulan data, dan Teknik analisis data.  

Kemudian BAB IV membahas hasil penelitian, yakni 

terkait analisis hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif 

madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. 

Terakhir BAB V yaitu penutup, bab ini merupakan 

penutup kajian yang mana penulis menyimpulkan yang berkaitan 

dengan pembahasan yang dilakukan. Uraian terakhir adalah saran 

yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan 

dengan apa yang telah dikaji oleh penulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Umum Teori Terkait 

a. Wali Mujbir 

Wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai 

kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan 

dikawinkannya, yang berhak mengawinkan. Ia dapat 

mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa 

meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakharusan 

meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah 

karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan 

untuk memberikan persetujuan (Syarifudin, 2014 : 75). 

Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan 

sahnya akad nikah. dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah 

dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” 

Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah apabila tanpa 

wali. Yang dimaksud wali adalah : bapak atau orang yang 

mendapat wasiat darinya , kerabat ashabah, orang yang 
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memerdekakan budak penguasa, dan pemilik (tuan bagi 

budaknya) (al-Juzairi, 2017 : 54). 

Agama mengakui wali mujbir ini karena mengutamakan 

kepentingan yang diwalikan karena orang yang kehilangan 

kemampuan atau kurang kemampuannya tentu tidak dapat 

memikirkan kemaslahatan dirinya. Di samping itu, ia belum 

mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemaslahatan akad yang dihadapinya. Jadi, segala tindakan dan 

persoalan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang 

yang kurang akalnya itu harus dikembalikan kepada walinya. Jika 

orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad 

nikah lalu melakukan akad nikah, hukumnya batal karena 

pernyataannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakannya 

tidak dianggap sempurna sebab orang tersebut belum tamyiz 

(Sabiq, 1983 : 18).  

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa perwalian ijbar adalah 

yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka 

seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih 

kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta 

izinnya. Pada anak perawan yang telah berusia baligh dan berakal 
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dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan 

diamnya dalam pendapat yang paling sahih (az-Zuhaili, 2018 : 

181). 

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan 

menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua 

bentuk, yaitu alwila yah al- ijba riyah (kekuasaan memaksa) dan 

al- wila yah alikhtiya riyah (kekuasaan suka rela). Dilihat dari 

segi wali itu sendiri, ulama fikih membaginya menjadi wali 

mujbir dan wali mukhtaar. Wali mujbir adalah wali yang 

mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang 

berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu 

(Dahlan, 1996 : 1337) Wali mujbir hanya terdiri dari ayah dan 

kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar 

kasih sayangnya kepada perempuan yang di bawah perwaliannya. 

Selain mereka tidak berhak ijbar, adapun wali mukhtar adalah 

wali yang tidak memiliki kekuasaan memaksa orang yang di 

bawah perwaliannya untuk menikah (Anshori, 2011 : 40).  

b. Hak Ijbar Wali 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 

ijbar adalah pemaksaan. apabila diurai kata ijbar berasal dari kata 
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dasar jabara dibentuk dalam wazan af’ala menjadi jabara-

yujbiru-ijbarun yaitu memaksakan dan mewajibkan untuk 

melakukan sesuatu (Munawwir, 1997 : 164) Sedangkan menurut 

terminologi ijbar adalah kebolehan bagi bapak untuk menikahkan 

anak perempuannya yang masih gadis tanpa seizinnya (Hidayat, 

2016 : 106). 

Sebagaimana arti kata ijbar yaitu pemaksaan, maka kata 

Ijbar ini sering dikaitkan dengan sebutan kawin paksa, Seperti 

halnya kisah Siti Nurbaya yang dinikahkan kepada Datuak 

Maringgih sebab ayahnya tak dapat membayar hutangnya, maka 

kisah ini menggambarkan betapa besar campur tangan orang tua 

(wali) pada anak, seperti ketentuan fiqih yang memberikan hak 

penuh kepada orang tua wali untuk menentukan seutuhnya (tanpa 

persetujuan anak). Namun hak ijbar dalam fiqih bukan semata-

mata menghilangkan hak anak gadis terhadap dirinya sendiri, 

karena kawin paksa bukanlah tujuan adanya hak ijbar, dimana 

sifat konotasinya lebih kepada ikrah (Rosidah, 2022 : 27).  

Dalam fiqih Islam, hak ijbar dikenal kaitannya dengan 

soal perkawinan, orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah atau 

kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir 
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menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk 

mengawinkan anak perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan 

dari orang yang bersangkutan, yakni bagi perempuan yang masih 

gadis, dan bagi janda yang belum digauli oleh mantan suaminya 

(Ikhsanuddin, 2002: 107) Adapun hak ijbar dimaksudkan sebagai 

bentuk tanggung jawab serta bentuk perlindungan dari sosok ayah 

terhadap anaknya, karena dinilai dari keadaan dirinya yang 

dianggap belum dan tidak memiliki kemampuan atau lemah 

dalam bertindak (Muhammad, 2001: 107). 

Adanya hak ijbar bukan semata-mata menghilangkan hak 

anak gadis terhadap dirinya sendiri, melainkan atas dasar 

tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena sangat 

pedulinya orang tua terhadap anaknya, umumnya orang tua 

berbuat terlalu banyak untuk mereka termasuk mencarikan jodoh 

dan tentunya untuk kebaikan gadis yang dinikahkan, karena 

biasanya seorang gadis merasa malu untuk mencari pasangan 

hidupnya dan seringkali terjadi seorang gadis salah dalam 

memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu, wali mujbir 

diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki 
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pilihannya yang dipandang baik menurutnya (Mas’udi, 1997 : 

91).  

Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan seorang ayah 

untuk menikahkan anak perempuannya hanyalah hak 

mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan kehendaknya 

sendiri tanpa memerhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian 

hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, 

dengan asumsi dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak 

memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.  

1. Menurut Imam Hanafi 

Imam Hanafi berpendapat hak ijbar wali tidak ada bagi 

orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda 

(Rohmah al-Ummah: 204). Dan Imam Hanafi 

memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri 

sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk 

menikahkan gadis atau janda. Dan pernikahan wanita 

gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali 

(Syarifuddin, 2014 : 70). 
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Dasar atau dalil menurut Imam Abu Hanifah tidak 

perlu adanya wali adalah sebagai berikut (Supriyadi, 2011 

: 36): 

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 

masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) 

menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, 

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan 

cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah 

dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”(Q.S. 

al-Baqarah, 232).  

Landasan al-Qur’an al-Baqarah 232 menurut mazhab 

Hanafiyah adalah sebagai berikut: 

Telah dikutip dari Imam Syafi’i bahwa ia berkata: ayat 

ini telah dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Tetapi Imam 

Hanafi menjawab dengan dua jawaban yang pertama; 

pencegahan dalam ayat ini ditunjukan pada para wali, dan 

bisa jadi ditunjukan kepada para suami dan istri atau 

kemungkinan lain ditunjukan kepada orang lain yang 
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mukmin secara umum. Kedua; makna ayat ini ditunjukan 

kepada orang yang berakal atau lainnya seperti kerabat 

dekan wanita yang ditalak. Dan ayat ini tidal menunjukan 

adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukan 

wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan 

kelemahan itu. Karena larangan ini mengandung 

kebebasan pada wanita untuk memilih kembali lagi 

kepada mantan suaminya atau tidak (al-Jaziri, 2017 : 48). 

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu 

dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri 

itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan 

sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, 

Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka 

berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. 

Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”(Q.S. al-

Baqarah, 234). 

Kedua ayat diatas menjelaskan mengenai nikah 

wanita, merojaahnya dan apa yang mereka kerjakan pada 

dirinya, menurut yang Ma’ruf adalah tidak tergantung 
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pada izin wali dan dalam pelaksanaannya tidak harus 

memperlukan wali (Mahmudi, 2009 : 50). 

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk tidak 

ada wali dalam pernikahan menurut Imam Hanafi antara 

lain sebagai berikut (Supriyadi, 2011 : 38): 

1. Hadits diriwayatkan dari Ibnu Abbas ia berkata telah 

bersabda Nabi SAW.: 

“janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, 

sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah 

diam” (H.R.’Muslim).  

2. Riwayat Abu Dawut an Nasa’i: 

“wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita 

janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya 

adalah pengakuannya”. (H.R. Abu Dawud dan Nasai 

dan telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban). 

Hadits ini menunjukan bahwa tidak ada seorang pun 

dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, 

sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadits itu juga 

menunjukan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk 

menyanggah dengan menunjukan ketidaksukaannya yang 
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tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa 

sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang 

perkawinan itu sudah kufu, terlebih lagi mengenai sahnya 

akad yang tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali. 

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah 

membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi 

dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan 

merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai 

izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada 

gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia 

telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan 

dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) 

termasuk mengawinkan dirinya (Hakim, 2000 : 63). 

Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi wali 

itu tidak mutlak dan kalaupun ada hanya diperuntukan 

kepada wanita yang gadis (belum dewasa) dari sini semua 

peran hak ijbar wali tidak ada bagi seorang yang janda dan 

wanita yang sudah baligh. Wali harus ada persetujuan 

dahulu jika akan mengkawinkannya. Perbedaan mengenai 

adanya persetujuan dari calon pemelai perempuan yang 
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gadis adalah dengan diamnya. Sedangkan persetujuan dari 

janda harus ada pernyataan yang jelas dan tegas.  

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan 

oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali 

mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah 

berpendapat sebagai berikut: 

1. Anak Kecil 

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali 

anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak 

mempunyai hak perwalian, dan Imam Hanafi 

mengatakan bahwa semua keluarga boleh 

mengawinkannya, termasuk paman dan saudara 

laki-laki. 

2. Orang Gila 

Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wali 

berhak mengawinkan orang gila. Dan hukum orang 

gila sama dengan hukum anak kecil, dan 

dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan 

pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila 

sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah 



 45 

mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab 

Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek 

berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan 

orang gila sesudah baligh perwalian ditangan 

hakim.  

3. Orang Safih atau Idiot 

Imam Hanafi berpendapat untuk orang yang safih 

atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin 

walinya. Dan Imam Hanafi mengatakan bahwa 

apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh 

dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih 

(idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, 

tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang 

yang menerima wasiat dari mereka berdua 

(Mughniyah, 2001 : 697). 

4. Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat 

Menurut Imam Hanafi berpendapat wanita yang 

baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri 

suaminya dan boleh melakukan perkawinan sendiri 

baik perawan, gadis, maupun janda. Karena Imam 
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Hanafi tidak mensyaratkan adanya wali dalam 

perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan 

berakal, menurutnya boleh mengkawinkan dirinya 

sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi.  

Seorang janda boleh menikahkan dirinya 

sendiri apabila sudah memenuhui syarat sebagai 

berikut (Supriyadi, 2011 : 39): 

a. Se-kufu (sepadan) bila memilih orang yang 

tidak sekufu maka wali boleh 

menentangnya dan meminta kepada qadhi 

untuk membatalkan akad nikahnya. 

b. Maharnya tidak kurang dari mahar misil, 

bila kurang dari mahar misil maka qadhi 

boleh membatalkan akadnya. 

Hal ini menunjukan bahwasanya tidak ada hak ijbar 

wali bagi janda maupun gadis baligh untuk 

memaksanya menikah apabila sudah memenuhui 

syarat diatas, akan tetapi jika tidak memenuhui 

persyaratan diatas, maka wali mempunyai hak ijbar 
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sebagai walinya untuk membatalkan dan menikahkan 

dengan laki-laki pilihannya wali. 

2. Menurut Imam Maliki 

Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan 

karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, 

jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali 

ada, karena dipasrahkan kepada walinya (al-Qurtubi, 2007 

: 410). Dengan pemikiran Imam Maliki tersebut, maka 

para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah 

rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali 

(al-Juzairi, 2017 : 46). 

Dalil atau dasar hukum hak ijbar wali adalah ketika 

Rasulullah menikahi Aisyah: 

“Nabi menikahiku („Aisyah) ketika aku sedang 

berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku 

berumur 9 tahun”. (H.R. Muslim). 

Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib 

dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi 

Muhammad SAW bersabda: 
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“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. 

Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits 

Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmirdhi Ibnu Hibban). 

Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan 

keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada 

keterangan yang secara isyarat menunjukan 

mengehendakinya adanya wali. Menurut Imam Maliki 

dasar Nash tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 232 dan 

ayat 221, dan beberapa hadits nabi SAW (Supriyadi, 2011 

: 41). 

Dasar al-Qur’an: 

“dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), 

lalu sampai masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para 

wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan atau kecocokan 

diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara 

kamu kepada Allah dan hari akhir. itu lebih suci bagimu 

dan lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah: 232)  
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“dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita 

musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita 

budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, 

walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu 

menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita 

mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat- Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil 

pelajaran.” (Q.S. al-Baqarah: 221).  

Adapun Hadits mashur yang dijadikan sebagai 

keharusan adanya wali antara lain: 

“barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari 

wali, maka pernikahannya adalah batal.” (H.R. empat 

ahli hadits kecuali Nasa’i dan telah menshohihkan Abu 

Awanah dan Ibnu Hibban dan Hakim) 
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“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. 

Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadits 

Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban). 

Dalil-dalil diatas menunjukan bahwasanya dalam 

perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, 

posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi Hak ijbar wali (wali 

mujbir) itu diperbolehkan, karena kedudukan wali tersebut 

paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan 

tidak sah.  

Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam 

perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya 

sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan 

nikah, bukan termasuk syarat sah nikah. Melihat data 

keterangan diatas Imam Maliki berpendapat jika yang 

dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu 

masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk 

menikahkannya berarti ada hak ijbar wali. Tapi apabila 

perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya 

yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda 

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu 
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dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah 

hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan 

memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan 

(Mughniyah, 2001 : 312). 

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan 

oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali 

mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki 

berpendapat sebagai berituk: 

1. Anak Kecil 

Imam Maliki mengatakan: walinya yaitu ayah dan 

sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat 

dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang 

yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan 

hakim syar’i. sedangkan kakek, sama sekali tidak 

punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut 

mereka tidak mempunyai posisi ayah. Dan ibu 

tidak mempunyai hak perwalian, kalau posisi 

kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka 

apalagi kakek dari pihak ibu (Ghazali, 2012 : 166). 

2. Orang Gila 
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Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama 

dengan hukum anak kecil, dan kesamaan pendapat 

dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil 

maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda 

dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat 

perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila 

sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh 

perwalian pada wali hakim (Mughniyah, 2001 : 

694). 

3. Orang Safih atau Idiot 

Madzhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali 

berhak mengawinkan anak safih (idiot). Sementara 

Maliki mengatakan akad nikah orang idiot adalah 

sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.  

4. Wanita Baligh yang Berakal Sehat dan Janda 

Imam Maliki berpendat jika wanita yang baligh 

dan berakal sehat itu gadis maka hak yang 

mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi bagi 

janda tidak ada hak ijbar wali dari wali atau 

dengan kata lain wali mujbir tidak terdapat dalam 
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perkawinan janda. Posisi perwalian pernikahan 

janda yang mengharuskan adanya wali hanya 

diperlukan untuk sahnya akad nikah saja (Basyir, 

2007 : 43). 

Dari golongan empat diatas peran hak ijbar wali 

(wali mujbir) dapat dilakukan pada tiga golongan yaitu 

kepada anak kecil, orang gila, dan anak safih atau idiot, 

karena mereka semua tidak bisa melaksanakan dan belum 

mampu untuk melakukan perkawinan dan belum 

mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. 

sedangkan bagi orang sudah baligh dan janda, peran wali 

mujbir tidak diperbolehkan memaksa secara penuh, akan 

tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika 

akan melaksanakan perkawinan, yaitu dari pihak wali 

maupun dari pihak perempuan.  

Meskipun demikian Imam Malik tidak 

memperbolehkan wanita menikahkan diri sendiri, baik 

gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih 

dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. 

Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan 
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belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai wali 

memiliki hak ijbar wali, dan bila bukan walinya bapak 

maka tidak memiliki hak ijbar wali. 

Dalam masalah perwalian Imam Maliki membagi 

wali menjadi dua yaitu wali ikhtishoh (khusus) dan wali 

‘ammah (umum). Perwalian khusus hanya dimiliki orang-

orang tertentu seperti ayah, kakek, atau pemimpin Negara. 

Perwalian umum perwalian yang disebabkan satu hal 

yakni keIslaman, perwalian ini dimiliki setiap muslim. 

Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi 

tidak mempunyai wali ayah dan keluarga lainnya, maka 

laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut 

(Hasyim, 2001 : 155). Dan menanggapi hak ijbar wali 

bahwasanya yang berhak menjadi wali adalah ayah, dan 

apabila tidak ada ayah maka diserahkan kepada hakim. 

3. Menurut Imam Hanbali 

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu 

ada dan diperbolehkan baik janda maupun gadis. Menurut 

madzhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin (persetujuan) 

baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat 
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dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila 

pernikahan tidak ada wali (al-Zuhaili, 2011 : 192). Maka 

itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang 

yang menikah atas minta izin dari wali, dan disini wali 

mempunyai kekuasaan untuk menikahkan anaknya. karena 

Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin 

atau restu wali. 

Diantaranya ayat-ayat menunjukan adanya wali adalah: 

1. Surat al-Baqarah, juz 2, ayat 228.  

“wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'(Quru' dapat diartikan suci 

atau haidh). tidak boleh mereka Menyembunyikan apa 

yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka 

beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, 

jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para 

wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

(Q.S. al-Baqarah, 2: 228).  

 

2. Surat an-Nur, juz 24, ayat 22.  
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“dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan 

dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka 

(tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum 

kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang 

yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka 

mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 

ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. an-Nur: 

22).  

Dalil hadits-hadits yang lain antara lain (Surpyadi, 2011: 

48): 

1. Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut 

riwayat Ahmad dan lima perawi, yaitu: “Perkawinan 

tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam 

Empat, dan telah menshohihkan hadith Ibu Madiniyyi, 

dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban). 

2. Hadits Nabi dari Aisyah yaitu: “setiap wanita yang 

menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya itu 

batal” (H.R. Syafi’i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmitdi). 

3. Hadits diriwayatkan dari ‘Aisyah, yaitu: 

“sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal”. 

Ulama Hanbali berpendapat bahwa setiap akad 

perkawinan itu diserahkan kepada wali, baik perempuan 
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itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, 

sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu 

perempuan tidak ada hak untuk menikahkan dirinya 

sendiri (Syaifudin, 2014 : 74). Kecuali janda yang harus 

dimintai izin dan ridhonya (Supriyadi, 2011 : 47). Hal ini 

menunjukan bahwa perkawinan dan akad tidak sah, 

apabila tanpa wali atau izin dari walinya. 

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan 

oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali 

mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali 

berpendapat sebagai berituk:  

1. Anak kecil  

Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil 

adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak 

mempunyai hak perwalian, kecuali menurut ulama 

sebagian dari syafi’i. 

2. Orang gila 

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, 

dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan 
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pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila 

sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah 

mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab 

Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek 

berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan 

orang gila sesudah baligh perwalian ditangan 

hakim (Mughniyah, 2001 : 694). 

3. Orang Safih atau Idiot 

Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang 

anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan 

mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka 

perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah 

dan kakek, apalagi pada orang yang menerima 

wasiat dari mereka berdua (Mughniyah, 2001 : 

697). Sementara menurut Imam Hanbali akad 

nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan 

harus izin walinya. 

4. Wanita yang Baligh dan Berakal Sehat 
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Imam Hanbali berpendat jika wanita yang baligh 

dan berakal sehat itu gadis maka hak yang 

mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi 

apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada 

kedunya, artinya wali tidak boleh mengawinkan 

janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita 

itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada 

restu dari wali (Supriyadi, 2011 : 47). Namun 

pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang 

diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku 

sama sekali, walaupun akad itu sendiri 

memerlukan persetujuan. 

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat 

khususnya ulama fikih empat madzhab 

berpendapat bahwasanya tentang wali bukan ayah 

antara lain:  

1. Hanbali dan Maliki mengatakan: wali sesudah ayah 

adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau 

ayah tidak mempunyai orang yang diwasiati, maka 
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perwalian jatuh ke tangan hakim syar’i. Sedangkan 

kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, 

sebab kakek menurut mereka tidak mempunyai posisi 

ayah. Kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti 

itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu. 

2. Imam Hanafi mengatakan mengatakan para wali 

sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari 

ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang 

yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, 

maka perwalian jatuh ketangan qadi.  

Sedangkan Mazhab Imamiyah berpendapat perwalian 

pertama-tama berada pada ayah dan kakek (dari pihak 

ayah) dalam derajat yang sama dimana masing-masing 

mereka berdua berhak bertindak sebagai wali secara 

mandiri tanpa terikat yang lain. Apabila mereka saling 

berebut menjadi wali, maka yang didahulukan adalah 

perwalian kakek. Sedangkan bila masing-masing mereka 

bertindak dalam bentuk yang bertentangan satu sama lain, 

maka yang didahulukan adalah tindakan yang lebih dulu, 

sedangkan yang terkemudian tidak berlaku. Akan tetapi 
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bida terjadi bersamaan, maka yang didahulukan adalah 

kakek. Sedangkan apabila tidak ayah dan kakek, maka 

perwalian jatuh pada orang yang menerima wasiat dari 

ayah seorang diantara keduanya. Dalam hal ini kakek 

didahulukan dari penerima wasiat ayah. Bila tidak ada 

ayah, kakek, dan tidak ada juga orang menerima wasiat 

dari keduanya, maka perwalian jatuh ke tangan syar’i 

(Mughniyah, 2001 : 693). 

4. Menurut Imam Syafi’i 

Menurut Imam Syafi’i mengenai hak ijbar wali adalah 

dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda 

untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak 

ijbar wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya 

menggunakan wali (az-Zuhaili, 2011 : 193). 

Tentang hak ijbar ijbar wali, Imam Syafi’i telah 

mengatakan dalam kitabnya al-Umm tentang kondisi 

pernikahan ‘Aisyah sebagai berikut: 

“Nabi menikahiku (‘Aisyah) ketika aku sedang 

berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku 

berumur 9 tahun”.(H.R. Muslim).  



 62 

Pernikahan ‘Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas 

dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari ‘Aisyah, 

mengenai hadits ini Imam Syafi’i menjelaskan bahwa 

ayah lebih berhak atas anak gadisnya (yang belum baligh) 

dari pada anak gadisnya. Oleh karena itu, wali boleh 

menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya 

hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk 

menikahkannya dengan calon pilihan walinya (Mahmudi, 

2009 : 114). 

Pada umur tersebut seorang belum bisa dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, 

sehingga segala tindakan tidak hanya perkawinan saja, 

mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah 

ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak 

ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya. 

Sedangkan ketika anak tersebut sudah baligh lebih 

berhak atas dirinya dari pada walinya (al-Umm: 46). 

Berarti seorang ayah tidak boleh memaksa anaknya yang 

sudah baligh untuk menikah, tetapi harus ada izin dan 

kerelaan dari anak gadisnya (Mahmudi, 2009 : 115). 
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Melihat keterangan diatas posisi wali adalah sangat 

penting dan diwajibkan, dan sangat dimungkinkan sekali 

terjadinya hak ijbar wali. karena menurut Imam Syafi’i, 

wali adalah salah satu rukun dari perkawinan, maka jika 

ada perkawinan tanpa disertai dengan wali maka 

perkawinan tidak sah.  

Dasar al-Quran yang digunakan Imam Syafi’i adalah:  

“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang 

yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  

Dasar atau dalil yang digunakan Imam Syafi’i 

antara lain, adalah Hadits Rasulullah SAW:  

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad 

dan Imam Empat, dan telah menshohihkan hadith Ibnu 

Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban).  

Konsep perwalian menurut fikih Imam Syafi’i pada 

dasarnya ada dua macam, yakni wali mujibir dan wali 

ikhtiyar: 
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a. Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak 

penuh untuk memaksa anak perempuanya menikah 

dengan pilihannya. 

b. Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai 

hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan 

pilihannya, wali ikhtiyar tidak boleh mengawinkan 

anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. 

Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi 

harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak 

menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari 

garis keturunan laki-laki.  

Adapun ini konsep perwalian bahwa seorang gadis 

tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, karena untuk 

menikahkan tersebut ada ditangan orang tua sebagai 

walinya. 

Selain itu bila dikaitkan dengan ketentuan diatas 

mengenai harus izin orang tua, terlihat bahwa ketentuan 

tersebut lebih mengakomodasi bentuk perwalian yang 

pertama dari Imam Syafi’i, yaitu: wali ijbar. lewat 

ketentuan tersebut, orang tua dalam hal ini seorang ayah 
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punya peluang tidak memberikan izin bagi anaknya untuk 

melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang 

dikehendakinya. 

Adanya ketentuan wali ini, kawin paksa menjadi hal 

yang dimungkinkan, sekalipun melalui institusi dispensasi 

nikah, seorang anak perempuan bisa membatalkan 

kewaliannya ayahnya, dan meminta hakim menetapkan 

wali penggantinya (Munti dan Anisah, 2005 : 62). 

Selain itu, diamnya perempuan yang dianggap salah 

satu bentuk persetujuan pernikahan, dapat disalah gunakan 

untuk kepentingan orang tua dalam memaksakan 

kehendaknya. Ketentuan ini diambil dari hadits (yang 

tidak diketahui riwayatnya) yang menyebutkan: 

“seorang gadis harus dimintai persetujuan atas 

pernikahan yang akan dilangsungkan, diamnya 

merupakan tanda persetujuannya”. 

Hadits ini tidak dapat diterapkan bagitu saja pada 

masa sekarang dimana konteks masyarakat telah berbeda 

dengan konteks dimana hadits ini dikeluarkan. Pada masa 

zaman sekarang, diamnya seorang perempuan bisa saja 

suatu penolakan yang tak terucapkan karena kondisi 



 66 

psikologi yang membuatnya demekian seperti perasaan 

tercekam, shock, traumatik (Munti dan Anisah, 2005 : 63). 

“janda lebih baik atas dirinya ketimbang walinya, 

sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah 

diam”(H.R.’Muslim).  

Hadits ini menerangkan bahwa ayah harus 

bermusyawarah dengan anak gadisnya untuk meminta 

persetujuannya apabila ayah hendak mengawinkan dengan 

seseorang dan izin yang diberikan tidak perlu dengan terus 

terang, dan cukup dengan diam. Musyawarah perlu 

dilakukan karena untuk kehati-hatian, lebih baik untuk 

jiwa perempuan atau anak gadisnya, dan merupakan 

akhlak yang mulia. Tindakan ini merujuk kepada firman 

Allah SWT: 

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu”. (QS. Ali Imron, 3.: 159). 

Dan secara psikologis anak gadis masih meras a 

malu untuk mengatakan terus terang dan seandainya dia 

tidak suka dengan pilihan orang tuanya dia akan menangis 

atau menolaknya dengan tegas (Mahmudi, 2009 : 115). 

Menanggapi hadits diatas Imam Syafi’i berkata: 
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bahwasanya Rasulullah membedakan antara gadis dan 

janda. Rasul memposisikan janda lebih berhak daripada 

wali dan memposisikan gadis harus dimintai izin atas 

dirinya bila hendak menikah. Wali yang dimaksud adalah 

hanya ayah. Sunah ini menunjukan bahwa perintah 

Rasulullah untuk meminta izin kepada gadis adalah 

masalah pilihan bukan kewajiban, karena apabila gadis 

tersebut tidak suka dengan pilihan walinya, maka walinya 

tidak boleh menikahinya, dalam kondisi demikian 

posisinya seperti janda (al-Umm: 46). 

Dari penjelasan Imam Syafi’i diatas dapat 

diketahui bahwa dia seakan menyamakan semua 

perempuan baik dia masih gadis maupun janda. Keduanya 

mempunyai hak atas dirinya daripada wali, wali yang 

dimaksud Syafi’i itu ayah. Izin dari anak perempuan dapat 

mempunyai kekuatan hukum apabila anak tersebut sudah 

baligh, karena baligh Balig adalah batasan kedewasaan 

laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah 

berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah 

ejakulasi (mimpi basah) dab perempuan telah mestruasi 
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sebelum umur tersebut. Baligh merupakan batas dimana 

seorang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap segala 

perbuatan yang telah dilakukannya dan mendapat taklif 

(pembebanan) dari kewajiban agama. Dalam masalah ini, 

Imam Syafi’i mencontohkan kepada masalah jihad, hudud, 

penyerahan harta kepada anak yatim, baik dari laki-laki 

maupun perempuan (Mahmudi, 2009 : 117). 

Dengan demikian untuk menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan, Imam Syafi’i tidak memperbolehkan 

seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang belum 

baligh, karena pada umur tersebut belum mempunyai 

tanggungjawab dan yang membedakan antara keduanya 

adalah dari segi izinnya, kalau janda dengan berkata 

secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan 

diam (Mahmudi, 2009 : 118). 

B. Tinjauan Umum Objek Yang Dikaji 

a. Syaikh Ibrahim Al-Bajuri 

Nama lengkap Syaikh al-Bajuri adalah Burhanuddin 

Ibrahim al- Bajuri bin Syaikh Muhammad al-Jizawi bin 

Ahmad. Ia dilahirkan di desa Bajur, Provinsi Al-Manufiyah 
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Mesir, pada 1198 H atau 1783 M. Karena orang tuanya 

merupakan seorang ulama yang alim dan shaleh, maka sejak 

kecil ia berada di kalangan orang shaleh (Az-Zarkali, 2002 : 

71). 

Pada 1212 H, ia pergi ke Al-Azhar untuk menimba ilmu 

kepada para syeikh. Namun, pada 1213 H atau 1798 M 

Prancis menduduki Mesir, sehingga membuat ia harus keluar 

dari Al-Azhar. Pasca keluar dari Al-Azhar, ia tinggal di Jizah 

selama beberapa tahun. Setelah Prancis meninggalkan Mesir 

pada 1216 H atau 1801 M, ia kembali ke Al-Azhar untuk 

menimba ilmu. Di antara guru-guru al-Bajuri adalah pertama, 

Al-Allamah Syaikh Muhammad al-Amir al-Kabir al-Maliki. 

Beliau merupakan seorang ulama terkenal di Mesir. Pada 

masa itu pula, seluruh ulama mesir mengambil ijazah dan 

sanad darinya. Karena kelebihannya itu, Syaikh al-Bajuri juga 

mendapat ijazah dari seluruh yang ada dalam kitab tsabatnya 

(Az-Zarkali, 2002 : 71). 

Kedua, Al-Allamah Abdullah al-Syarqawi. Beliau 

merupakan ulama yang alim serta terkenal di Mesir dan di 

dunia Islam. Sebab, mengarang kitab yang banyak, maka ia 
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menjadi pemimpin Al-Azhar, dan menjadi Syaikh Al-Azhar 

(kedudukan yang tertinggi di Al-Azhar). Di antara karangan 

beliau yang paling terkenal dan digunakan rujukan di 

beberapa Pesantren adalah Hasyiyah Syarqawi `ala Tahrir, 

Hasyiyah Syarqawi `ala Hudhudi, dan Hasyiyah `ala Hikam. 

Ketiga, Syaikh Daud al-Qal`i yang merupakan ulama yang 

bijak dan arif. Keempat, Syaikh Muhammad al- Fadhali yang 

merupakan seorang ulama Al-Azhar yang alim dan sangat 

mempengaruhi jiwa Syaikh Ibrahim al-Bajuri. Kelima, Syaikh 

al-Hasan al- Quwisni. Beliau adalah seorang ulama yang 

hebat, sehingga mendapat tugas untuk menduduki kursi 

kepemimpinan Al-Azhar dan dilantik menjadi Syaikh al-

Azhar pada masanya. Beliau memiliki semangat yang besar 

dalam belajar dan mengajar. Beliau menghabiskan waktu dari 

pagi sampai malam hanya untuk mengajar para santri dan 

menulis kitab. Setelah itu, beliau menyempatkan dirinya untuk 

membaca al-Qur’an dengan suara yang merdu, sehingga 

membuat orang berdatangan untuk mendengarkan.  

 Karena jerih payahnya dalam menimba ilmu, maka tidak 

heran jika al- Bajuri menghasilkan beberapa karya yang 
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bernilai pada usia yang masih muda. Di antara karya-karyanya 

adalah: 

1. Hasyiyah Ala Risalah Syeikh al-Fadhali, merupakan 

ulasan dan penjelasan makna "La Ilaha Illa Allah". 

Kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ia karang, 

tepat pada usia dua puluh empat tahun. 

2. Hasyiyah Tahqiqi al-Maqam `Ala Risalati Kifayati al-

`Awam Fima Yajibu Fi Ilmi al-Kalam, kitab ini 

diselesaikan pada 1223 H. 

3. Fathu al-Qaril al-Majid Syarh Bidayatu al-Murid, 

selesai dikarang pada 1224 H. 

4. Hasyiyah Ala Maulid Musthafa Libni Hajar, selesai 

pada tahun 1225 H.  

5. Hasyiyah `Ala Mukhtasar as-Sanusi (ummul 

Barahain), selesai pada 1225 H. 

6. Hasyiyah `Ala Matni as-Sanusiyah fil mantiq, selesai 

pada 1227 H.  

7. Hasyiah `ala Matn Sulamah fi al-Mantiq 

8. Hasyiah `ala Syarh Sa`ad lil aqaid an-Nasafiyah 
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9. Tuhfatu al-Murid `Ala Syarhi Jauharatu at-Tauhid Li 

al-Laqqani, selesai pada 1234 H. 

10. Tuhfatu al-Khairiyah `Ala al-Fawaidu asy-

Syansyuriyah Syarah al- Manzhumati ar-Rahabiyyah 

Fi al-Mawarits, selesai pada 1236 H. 

11. Ad-Duraru al-Hisan `Ala Fathi ar-Rahman Fima 

Yahshilu Bihi al-Islam Wa al-Iman, selesai pada 1238 

H. 

12. Hasyiyah `Ala Syarhi Ibni al-Qasim al-Ghazzi `Ala 

Matni asy-Syuja`i, selesai di tulis pada 1258 H. Kitab 

ini merupakan kitab yang di pelajari di Al-Azhar 

Syarif dan seluruh pesantren di Nusantara sampai 

sekarang. Kitab ini beliau tulis di Makkah tepat di 

hadapan Ka`bah dan sebagiannya di Madinah tepat di 

samping mimbar Rasulullah dalam masjid Nabawi.  

13. Fath al-Qaril al-Majid `ala Syarh Bidayah Murid fi 

ilmi Tauhid, selesai pada 1222 H. 

14. Manh al-Fattah `ala Dhau’ al-Mishbah fi an-Nikah 

15. Hasyiah `ala Manhaj, yang tidak sempat ia 

sempurnakan. 
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16. Hasyiah `ala Mawahib Laduniyah `ala Syamail 

Muhammadiyah Imam Turmudzi 

17. Tuhfatul Basyar, ta`liqat `ala Maulid Ibnu Hajar al-

Haitami 

18. Ta`liqat `ala tafsir al-Kasyaf 

19. Hasyiah `ala Qashidah Burdah 

20. Hasyiah `ala Qashidah Banat Sa`ad bagi Ka`ab bin 

Zuhair 

21. Hasyiah `ala Matn Samarqandiyah fi ilmi Bayan 

22. Fathul Khabir Lathif fi ilmi Tashrif 

23. Durar Hisan `ala fath Rahman fima Yahshilu bihi 

Islam wal Iman 

24. Hasyiah `ala Maulid ad-Dardir  

25. Risalah fi ‘ilmi Tauhid yang disyarah oleh ulama 

Nusantara, Syeikh Nawawi al-Bantani dengan nama 

kitab beliau Tijan ad-darari. 

26. Hasyiah `ala Qashidah Burdah li al-Bushiry dan lain-

lain.  

Setelah Imam al-Bajuri mendapatkan ilmu yang banyak 

dari para gurunya, pada akhirnya ia diangkat menjadi seorang 
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tenaga pendidik di Al-Azhar al-Syarif. Dengan tekun dan 

keikhlasan, beliau memulai kehidupannya dengan mengajar 

dan belajar. Pada akhirnya, beliau mendapat posisi yang tinggi 

di Al-Azhar menjadi Syaikhul al-Azhar ke 19 menggantikan 

Syaikh Ahmad al-Shafti yang telah meninggal pada 1263 H 

atau 1847 M. Pada saat itu pula, pemimpin Mesir Abbas I 

beberapa kali mengikuti pengajian beliau di al-Azhar dan 

mencium tangan beliau (Az-Zarkali, 2002 : 72). 

Setelah menebarkan ilmunya kepada generasi selanjutnya, 

akhirnya Imam Ibrahim al-Bajuri menghembuskan nafas 

terakhirnya meninggalkan dunia yang fana menghadap Allah 

swt. dengan tenang dan ridha. Tepatnya pada 28 Dzulqa`dah, 

1276 H bertepatan pada 19 juli 1860 M. Beribu pelayat hadir 

untuk menshalatkan Imam besar Ibrahim al-Bajuri yang 

bertempat di Masjid Al-Azhar al-Syarif dan di kuburkan di 

kawasan Qurafah al-Kubra masyhur dengan sebutan al-

Mujawarin (Az-Zarkali, 2002 : 72). 

Pada masa hidup Syaikh Bajuri, mazhab Asy`ariyyah 

berkembang pesat. Tidak berbeda dengan masa pemerintahan 

Mamalik yang menebarkan Manhaj Asy`ariyyah. Begitu juga 
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pada masa al-Ayyubiyyah dari masa pemerintahan Salahuddin 

al-Ayyubi sampai hilangnya al-Ayyubiyyah dan bertukar 

menjadi pemerintahan Mamalik. Mazhab Asy’ariyyah 

merupakan mazhab Ahlussunnah yang berkembang dari 

negeri barat di daerah Maroko sampai negeri Indonesia. Pada 

masa Ibrahim al-Bajuri sudah mulai terdengar dan hidup 

mazhab yang berbeda dari mazhab Ahlussunnah Wa al-

Jama`ah, yaitu mazhab Wahabi di bagian timur negeri Hijaz, 

tetapi mereka belum dapat menguasai semenanjung Arab. 

Sebab, akidah mereka sangat bertentangan dengan mazhab 

Ahlusunnah Wa al-Jama`ah yang dibawa oleh ulama-ulama 

terdahulu. Mereka berpendapat ulama-ulama Ahlussunnah 

yang bermanhaj Asy’ariyyah adalah sesat lagi menyesatkan 

dan mesti dibasmi habis. Namun, mazhab Wahabi ketika itu 

belum bisa berkembang disebabkan kekhalifahan Utsmaniyah 

yang menjaga mazhab Ahlussunnah Wa al-Jama`ah al-

Asy’ariyyah (Az-Zarkali, 2002 : 73). 

b. Syaikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-

dimyathi 
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Sayyid Abu Bakar yang dimasyhurkan dengan nama 

Sayyid Bakri bin Al-Arifbillah As-Sayyid Muhammad Syatha, 

beliau adalah seorang ulama Syafi’i, mengajar di Masjidil 

Haram, Makkah Al-Mukarramah dipermulaan abad ke 14 H. 

Beliau mengarang sebuah kitab dalam fiqih Syafi’i yang 

terkenal di kalangan pesantren-pesantren di Indonesia, yaitu 

Hasyiyah I’anah At-Thalibin syarah Fathu Al-Mu’in yang 

selesai dikarang tahun 1300 H. Sayyid Abu Bakar Syatha 

banyak berjasa memberi pelajaran kepada mukimin-mukimin 

di Indonesia, sehingga pada permulaan abad ke 14 H 

banyaklah ulama murid Abu Bakar Syatha yang 

mengembangkan madzhab Syafi’i di Indonesia, sehingga 

ajarannya mereta diseluruh kepulauan Indonsia (Abbas, 2006 : 

246). 

Sayyid Abu Bakar Syatha meninggal dunia pada tanggal 

13 Dzulhijjah tahun 1310 H/1892 M setelah menyelesaikan 

ibadah Haji. Usia beliau memang tidak panjang (hanya 44 

tahun menurut hitungan Hijriyyah dan kurang dari 43 tahun 

menurut hitungan Masehi). Akan tetapi umur beliau penuh 

manfaat yang sangat dirasakan umat Muslim berbagai belahan 
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dunia. Jasanya begitu besar, dan peninggalan-peninggalannya, 

baik karya-karya, murid-murid, maupun anak keturunannya, 

menjadi saksi tak terbantahkan atas kebesaran ilmu beliau. 

Peninggalan tertulis beliau ialah Kitab I’anah Thalibin 

Hasyiyah Fathul Mu’in. Kitab I’anah Ath-Thalibin merupakan 

syarah kitab Fath Al-Mu’in. Kedua kitab ini termasuk kitab-

kitab fiqih Syafi’i yang paling banyak dipelajari dan dijadikan 

pegangan dalam memahami dan memu¬tuskan masalah-

masalah hukum (Kamil: 2020). 

c. Kompilasi Hukum Islam 

Term kompilasi diambil dari bahasa Latin compilare, yang 

kemudian berkembang menjadi compilation dalam bahasa 

Inggris dan compilatie dalam Bahasa Belanda (Abdurrahman, 

2007 : 10). Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia 

Indonesia-Inggris yang disusun oleh S. Wojowarsito dan 

W.J.S. Poerwadarminta, kata compilation diterjemahkan 

sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku 

lain. 

Berdasarkan kutipan tersebut di atas, Abdurrahman 

menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan 
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pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari 

berbagai buku/tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. 

Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh 

beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku 

tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang 

diperlukan dapat ditemukan dengan mudah (Abdurrahman, 

2007 : 11). 

Menurut kamus Black (Black’s Law Dictionary), 

compilation: “a literary production composed of the works of 

others and arranged in methodical manner,” kompilasi 

adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain 

yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi 

hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang 

dituliskan dan disusun secara teratur (Hamid, 1996 : 152). 

Secara faktual Peradilan Agama telah lahir sejak tahun 

1882. Namun dalam mengambil putusan untuk suatu perkara, 

tampak jelas para hakim Pengadilan Agama belum 

mempunyai dasar pijak yang seragam. Hal itu terutama karena 

hukum Islam yang berlaku belum menjadi hukum tertulis dan 

masih tersebar di berbagai kitab kuning sehingga kadang-
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kadang untuk kasus yang sama ternyata terdapat perbedaan 

dalam pemecahan persoalan (Arifin, 1996 : 10). 

Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar 

umat Islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab 

umat Islam Indonesia akan mempunyai pedoman fiqih yang 

seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi 

oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan 

ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran 

keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan 

sebab- sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fiqih akan 

dapat diakhiri (Bashri, 1986 : 60). Penegasan ini menunjukkan 

bahwa latar belakang pertama diadakannya penyu- sunan 

kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan 

tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah- masalah 

hukum Islam.  

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-

masing Buku I: Tentang perkawinan, Buku II: Tentang 

kewarisan, dan Buku III: Tentang perwakafan. Pembagian 

dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum 

yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), 
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bidang hukum kewarisan (fara`idl), dan bidang hukum 

perwakafan. Dalam kerangka sistemati- kanya, masing-

masing buku terbagi dalam beberapa bab dan kemudian untuk 

bab- bab tertentu terbagi atas beberapa bagian yang 

selanjutnya dirinci dalam pasal- pasal. Kompilasi Hukum 

Islam terdiri dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda- 

beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada 

buku hukum perkawinan, Kemudian hukum kewarisan, dan 

yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan 

demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 

pasal (Abdurrahman, 2007 : 65-66). 

Ditinjau dari materi muatan Kompilasi Hukum Islam, 

khususnya mengenai hukum perkawinan, dapat dilihat 

banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan/atau Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum 

Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat 

prosedural, namun tidak menutup mata banyak hal-hal baru 

yang ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(Abdurrahman, 2007: 114). Buku II Hukum Kewarisan. 
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Hukum kewarisan terdiri atas enam bab meliputi 43 pasal 

(Pasal 171-214). Buku III Hukum Perwakafan. Terdiri atas 

lima bab, meliputi 12 pasal (Pasal 215-2. 28) (Abdurrahman, 

2007 : 49). 

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa 

negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat 

pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI 

merupakan hasil konsensus (ijma` ulama) dari berbagai 

golongan, melalui media, lokakarya, yang dilaksanakan secara 

nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan 

negara. Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah 

Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam 

konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum 

KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional 

yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan 

perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945 

(Asriati, 2012 : 32).  
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KHI merupakan hukum positif hukum Islam untuk 

melaksanakan pera- turan perundang-undangan yang kedudu- 

kannya lebih tinggi dan dijadiakan rujukan. Dalan hubungan 

dengan unsur peradilan, KHI dijadikan pedoman dalam 

penyelesaian perkara yang diajukan kepengadilan dalam 

lingkungan peradilan agama. Mengingat sebagian muatan 

KHI telah diatur dalam peraturan perundang- undangan 

misalnya bidang hukum perkawinan dengan Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junto PP. No. 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Undang- Undang No. 22 Tahun 

1946 junto Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang 

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta seluruh peraturan 

pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan 

perkawinan, diharapkan dapat disempurnakan dengan 

memasukkan masalah-masalah perkawinan yang belum diatur 

dalam berbagai peraturan tersebut, seperti nikah mut`ah 

(kawin kontrak), serta sanksi pidana yang melanggar Undang-

Undang Perkawinan yang selama ini dirasakan belum mampu 

mendorong masyarakat untuk mematuhi Undang-Undang 
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tersebut, kemudian dijadikan satu undang-undang yang utuh 

dan lengkap serta dengan per- aturan-peraturan 

pelaksanaannya secara rinci. Dengan demikian nilai dan 

norma yang ada dalam KHI otomatis terangkat menjadi 

Undang-undang dan melengkapi berbagai peraturan 

perkawinan yang ada sebelumnya (Asriati, 2012 : 33). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis dapat 

berkesimpulan bahwa kedudukan KHI dalam sistem adalah 

merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan 

peraturan perundang- undangan yang kedudukannya lebih 

tinggi dan dijadikan rujukan. Dalam hubungan dengan unsur 

peradilan, KHI dijadikan pedomam dalam penyelesaian 

perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan 

Peradilan Agama. Hal ini dilatarbelakangi penyusunan KHI 

dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum subtansial yang 

dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah kajian pustaka atau library 

research yakni telaah yang dilaksanakan untuk meneliti suatu 

fenomena yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis 

dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil 

penelitiaan yang terkait dengan topik atau masalah kajian. Jenis 

penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif, yang dimana 

hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan sistematis serta memberikan data yang seteliti 

mungkin. Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan 

tentang hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif madzhab 

Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan apabila data-data 

yang dibutuhkan berupa informasi yang tidak memerlukan 

perhitungan. Penelitian kualitatif ini juga memilki sifat induktif 

yaitu mengembangkan konsep yang disasarkan pada data-data 

yang ada (Saebani, 2009 : 103). Dengan pendekatan ini peneliti 
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dapat memperoleh gambaran lengkap, mendalam, dan ilmiah 

terkait hak ijbar wali dalam pernikahan.  

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. 

Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-

sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau 

fenomena tertentu (Kaelan, 2005 : 58). Adapun metode deduktif 

digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat 

umum menuju pembahasan yang bersifat khusus (Nadzir, 1996 : 

63). Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan hak 

ijbar wali nikah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perspektif madzhab 

Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. 

B. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dua sumber, yaitu sumber adata primer dan sumber 

data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 
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Data primer adalah referensi pokok dalam suatu 

penelitian, data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan 

data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang 

dicari (Anwar, 1991 : 91). Data Primer pada penelitian ini 

yaitu kitab Hasyiyah Al-Bajuri juz 2 halaman 105-109, 

karangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, kitab Hasyiyah I’anah 

At-thalibin juz 3 halaman 310 dan 320-321, karangan Syaikh 

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi dan 

Kompilasi Hukum Islam. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan bahan-bahan yang erat 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 

menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer, yang meliputi buku-buku, hasil karya ilmiah, 

hasil penelitian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan 

objek penelitian (Soekanto, 2003 : 52). Penulis menggunakan 

buku-buku dan karya ilmiah berkaitan dengan hak ijbar wali 

yang berhadapan dengan hukum Islam, dengan dukungan dari 
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buku-buku yang memberikan penjelasan tentang pernikahan 

yang dilakukan melalui wali mujbir.  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam teknik pengumpulan data, maka data primer serta 

data sekunder yang telah dikumpulkan akan penulis seleksi dan 

direduksi relevansinya melalui analisa kualitatif, sehingga akan 

muncul hasil yang dapat disajikan secara deskriptif. Terkait 

dengan alat pengumpul data, maka pengumpulan data sangat erat 

kaitannya dengan sumber data yang ada. Karena dengan 

mengumpulkan data, kemudian akan dianalisis sesuai dengan apa 

yang penulis butuhkan. Berkaitan dengan judul diatas maka 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara 

kepustakaan (Sunggono, 2010 : 17).  

Dalam penelitian ini, data yang selanjutnya digunakan 

didapat dari kitab Hasyiyah Al-Bajuri dan Hasyiyah I’anah At-

thalibin. Kedua kitab tersebut merupakan kitab yang sangat 

terkenal di kalangan santri Indonesia, kitab tersebut juga menjadi 

rujukan penting dalam ilmu fiqih madzhab Syafi’i, hampir semua 

pesantren di Indonesia menggunakan kitab tersebut sebagai 

pijakan untuk mengajarkan santri-santrinya fiqih Syafi’iyyah. 
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Kemudian Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan himpunan 

ketentuan hukum Islam yang dapat mengungkap ragam makna 

kehidupan msyarakat Islam di Indoneisa, selanjutnya berbagai 

literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji. 

Berbagai literatur yang penulis maksudkan berupa buku-buku 

(cetak maupun elektronik), serta artikel dan jurnal yang penulis 

peroleh melalui media Internet.  

Pengklasifikasian data yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini mengenai perspektif madzhab Imam Syafi’i dan 

Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan Hak Ijbar Wali 

dalam Pernikahan. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan 

cara berfikir. Hal itu baerkaitan dengan pengujian secara 

sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan 

antar bagian, dan hubungannya secara keseluruhan (Surahmad, 

1982 : 163). Analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan 

telaah yang dapat berarti mengkritik, mendukung, menambah atau 

memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan 
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terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori 

yang telah dikuasai (Fajar, 2010 : 183). 

Dalam penelitian ini, analisis data dengan mengutip 

beberapa bagian saja yang terdapat dalam kitab dan KHI yang 

digunakan sebagai sumber data primer, yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti, yaitu yang hanya membahas 

tentang perwalian dan hak ijbarnya dalam suatu pernikahan. 

Dengan demikian penulis tidak menganalisa secara keseluruhan 

kedua kitab dan KHI tersebut, hanya bagian juz 2 dari halaman 

105-109 pada kitab Hasyiyah Al-Bajuri, juz 3 halaman 310 dan 

320-321 pada kitab Hasyiyah I’anah At-thalibin, dan beberapa 

pasal yang membahas bagian wali nikah pada Kompilasi Hukum 

Islam. Kemudian dilakukan secara kualitatif yakni yang akan 

menghasilkan data deskriptif.  

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan 

menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian 

atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan 

hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus (Mardalis, 2008 : 

20). Dalam penulisan skripsi, penulis menganalisa data-data yang 
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diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang ada yaitu tentang hak ijbar wali dan 

dari data-data tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus 

yaitu tentang perspektif madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi 

Hukum Islam tentang hak ijbar wali. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif 

Madzhab Imam Syafi’i 

Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa perwalian ijbar 

adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada 

bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan 

yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan 

untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah berusia 

baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya 

cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sahih (az-

Zuhaili, 2011 : 181). 

Pendapat Mazhab Syafi’i yang menyebabkan adanya hak 

ijbar ayah adalah keperawanan yang masih utuh dan bukan karena 

belum dewasa (Hosen, 2003 : 206). Dalil yang digunakan dalam 

Mazhab Syafi’i yaitu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas:  

Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: 

“wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada 

walinya. Dan wanita gadis atau perawan perlu dimintai izinnya 

terlebih dahulu. Sedangkan izinnya ialah diamnya.”(HR. 

Muslim).  
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Hadis di atas menjadikan permintaan izinnya sebagai 

sesuatu yang sunah. Karena anak perawan sangat pemalu, 

manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Mazdhab 

Syafi’i berpendapat petunjuk dalam hadis ini sangat jelas, bahwa 

wali boleh memaksa gadis dewasa untuk dinikahkan karena 

Raslullah Saw. membedakan antara gadis dan janda, janda lebih 

berhak atas dirinya daripada walinya, yang menunjukkan bahwa 

gadis tidak lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dalam arti 

walinya lebih berhak atas dirinya daripada dirinya sendiri (Hosen, 

2003 : 207). 

Dalil qiyas, menganalogikan antara gadis dewasa dan 

gadis di bawah umur dengan melihat persamaan keduanya yaitu 

“keperawanan” dan “ketiadaan pengalaman”. Karena itu, kalau 

seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya yang masih kecil, 

maka ia juga boleh memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa 

(Gunawan dan Aida, 2004 : 257).  

a. Hasyiyah Al-bajuri (Syaikh Ibrahim Al-Bajuri) 

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri menuangkan pemikiran didalam 

kitabnya yang berjudul Hasyiyah Al-Bajuri juz 2 halaman 

105-109, menjelaskan tentang: 
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1. Orang yang memiliki hak menjadi seorang wali 

2. Khitbatu nikah  

3. Hak ijbar wali 

Oleh karena itu, sebelum membahas tentang hak 

ijbar wali dalam pernikahan, penulis telebih dahulu 

membahas tentang siapa saja yang berhak menjadi seorang 

wali dan bagaimana khitbatu nikah menurut ulama 

madzhab Imam Syafi’i. Adapun pembahasan pertama 

yaitu: 

1. Orang Yang Memiliki Hak Menjadi Seorang Wali 

Orang-orang yang berhak menjadi seorang wali adalah 

sebagai berikut: 

a. Ayah; 

b. Kakek; 

c. Saudara laki-laki se-ayah dan ibu; 

d. Saudara laki-laki se-ayah saja; 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah dan 

ibu; 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah saja; 

g. Paman yang se-ayah dan ibu; 
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h. Paman yang se-ayah saja; 

i. Anak laki-laki dari paman. 

Dari orang-orang tersebut diutamakan untuk lebih 

mendahulukan dari yang paling dekat dari kakek dan 

dilanjutkan sesuai urutan diatas atau menyesuaikan 

dengan urutan nasab ketentuan ahli waris. 

2. Khitbatu Nikah 

Khitbatu nikah adalah meminta izin untuk bertanya 

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan 

tujuan ingin menikahi nya. Menurut Syeikh Ibrahim 

Al-Bajuri, seorang laki-laki tidak diperbolehkan meng-

khitbah perempuan yang sedang berada dalam masa 

iddah, baik iddah yang disebabkan karena suaminya 

meninggal maupun iddah talak ba’in ataupun talak 

raj’i. Tetapi tetap diperbolehkan jika masa iddah nya 

sudah berakhir. 

Perempuan yang diperbolehkan untuk di khitbah 

yaitu perempuan yang tidak memiliki larangan untuk 

menikah, dalam artian perempuan tersebut belum ada 

yang meng-khitbah sebelumnya. Khitbah 
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diperbolehkan baik dalam bentuk gurauan maupun 

secara jelas berniat untuk menikahi perempuan 

tersebut. 

Ada 2 kategori perempuan yang diperbolehkan 

untuk di khitbah, yaitu: 

a. Janda 

Janda adalah perempuan yang telah hilang 

keperawanannya di karenakan sudah di 

setubuhi baik secara halal maupun haram. 

b. Gadis (Perawan) 

Gadis adalah kebalikan dari janda, yang mana 

dalam artian masih perawan dan belum pernah 

di setubuhi. 

Bagi perempuan gadis diperbolehkan untuk 

menggunakan hak ijbar wali, yaitu ayahnya dan kakek jika 

ayahnya tidak ada, ataupun seorang ahli dari nasab 

ayahnya untuk menikah. 

3. Hak Ijbar Wali 

Dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bajuri ini, Syeikh 

Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan bahwa perempuan 
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yang diperbolehkan untuk menggunakan hak ijbar 

walinya untuk di nikahan, adalah gadis (perawan) dan 

seorang istri yang belum pernah di gauli oleh 

suaminya, dengan syarat laki-laki yang akan menikahi 

perempuan tersebut itu memberikan mahar mitsil (mas 

kawin) yang sesuai dengan mata uang di daerah atau 

negara tersebut. 

Sedangkan untuk janda, tidak diperbolehkan untuk 

menikahkannya secara paksa, dalam artian hak ijbar 

wali dalam pernikahan itu tidak di berlakukan untuk 

seorang janda, terkecuali dia bersedia dan 

mengucapkan keberkenannya untuk di nikahkan. 

b. Hasyiyah I’anah At-thalibin (Syaikh Sayyid Abu Bakar 

Muhammad Syatha Ad-dimyathi) 

Syeikh Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-

dimyathi menjelaskan pemikirannya terkait hak ijbar wali 

dalam pernikahan pada kitabnya Hasyiyah I’anah At-thalibin 

juz 3 halaman 310, bahwa perempuan yang akan di nikahkan 

dengan menggunakan hak ijbar walinya itu harus seorang 

gadis (perawan) dengan syarat calon suaminya tersebut itu se-
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kufu, dengan artian setara dalam sebagai hal termasuk dari 

nasab-nya. Syarat selanjutnya perempuan tersebut harus 

diberikan mahar mitsil menyesuaikan dengan kondisi juga 

kedudukan dilihat dari pendidikan dan ilmu pengetahuan yang 

dia miliki. 

Hak ijbar wali untuk seorang janda, sama hal seperti yang 

disebutkan tadi menurut Syeikh Al-Bajuri, bahwa tetap harus 

dengan pesetujuan dan keinginanya sendiri untuk di nikahkan 

dengan orang pilihan dari walinya tersebut. 

Pada halaman 320-321 Syeikh Sayyid Abu Bakar 

Muhammad Syatha Ad-dimyathi juga menjelaskan seorang 

wali mujbir yaitu ayah atau kakek bisa mewakilan hak 

ijbarnya kepada orang lain dalam menikahkan anaknya, orang 

yang diberi kepercayaan untuk mewakili hak ijbarnya pun 

harus orang terpercaya yang mampu menjalankan amanah 

tersebut sesuai dengan hukum syariat islam. Walaupun 

demikian hal tersebut tidak apa-apa jika tanpa sepengetahuan 

anak perempuannya tersebut, tetapi di sunnahkan untuk diberi 

tahu terlebih dahulu. 
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Ulama kalangan Syafi’iyah mengatakan berlaku syarat 

khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak 

perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik 

yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang 

yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai 

permintaan izin dan ridha darinya, yaitu:  

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan yang 

nyata 

2. Dinikahkan dengan calon suami yang sekufu (setara, 

cocok, serasi)  

3. Dinikahkan dengan mahar (maskawin) yang sesuai 

4. Calon suami tidak sulit dalam memberikan mahar  

5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang 

menjadikannya menderita dalam pergaulannya, seperti 

dengan laki-laki tuna netra, tua renta, dan sebagainya. 

Persyaratan pada poin ke dua yakni dinikahkan dengan 

calon suami yang sekufu, yaitu seorang wali mujbir mampu 

menghadirkan seorang calon suami bagi si gadis dengan 

kriteria sekufu, menurut Mazhab Syafi’i yang dimaksud 

sekufu yakni nasab, merdeka, agama, harta, pekerjaan, apabila 
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seorang wali mujbir jika mampu menghadirkan calon suami 

dengan kriteria di atas, maka hak ijbar dari wali mujbir dapat 

diaplikasikan, yaitu dapat mengawinkan si gadis tanpa 

persetujuannya, tetapi sebaliknya apabila seorang wali mujbir 

tidak mampu untuk menghadirkan kriteria di atas, maka si 

gadis dapat menolak dan jika diteruskan maka aqad- nya tidak 

sah. 

Meskipun Imam Syafi’i menetapkan empat hal yang harus 

ada dalam sebuah pernikahan yaitu wali, kerelaan mempelai 

perempuan, kerelaan mempelai laki-laki dan juga adanya dua 

saksi yang adil. Tetapi dalam hal anak perawan dan juga 

budak perempuan maka ayah dapat menikahkan anak 

perempunnya tanpa izin dari anak tersebut. Begitu juga bagi 

tuan yakni boleh menikahkan budak perempuannya meski 

tanpa izin dari budak tersebut (Al-Umm: 471). 

B. Analisis Hak Ijbar Wali dalam Pernikahan Perspektif 

Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah 

kedudukan wali dalam pernikahan dibahas secara lebih mendetail. 

Bahkan wali dalam pernikahan menjadi salah satu rukun dan 
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syarat perkawinan di Indonesia (Bab IV, pasal 14 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia). Bahwa untuk melaksanakan 

perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua 

orang saksi dan, ijab dan kabul.  

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. 

Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

bahwa: 

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, 

dan baligh. 

2. Wali nikah terdiri dari: 

i. wali nasab;  

ii. wali hakim. 

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

bahwa: 

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan kelompok yang satu didahulukan dan 
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kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita.  

a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas 

yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki 

mereka. 

c. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki 

kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki- 

laki mereka. 

d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 

saudara laki-laki kakek seayah dan keturunan laki-

laki mereka.  

a. Apabila dalam satu kelompok wali nikah 

terdapat beberapa orang yang sama-sama 

berhak menjadi wali, maka yang paling 

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat 

derajat kekerabatannya dengan calon 

mempelai wanita. 
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b. Apabila dalam satu kelompok sama derajat 

kekerabatannya, maka yang paling berhak 

menjadi wali nikah ialah kerabat kandung 

dari kerabat yang hanya seayah.  

c. Apabila dalam satu kelompok derajat 

kekerabatannya sama yakni sama-sama 

derajat kandung atau sama-sama derajat 

kerabat ayah, mereka sama- sama berhak 

menjadi wali nikah dengan mengutamakan 

yang lebih tua dan memenuhi syarat- syarat 

wali.  

Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya, 

tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh 

karena wali nikah itu menderita tunawicara, tuna rungu, 

atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada 

wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.  

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan 

bahwa:  
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1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak 

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau 

enggan. 

2. Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali 

hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah 

ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 

tersebut. 

Dari beberapa keterangan tersebut diatas tampak 

bahwa kedudukan wali dalam pernikahan di Indonesia 

sangat menentukan dan menjadi salah satu syarat dan 

rukun dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia 

(Departemen Agama RI, 2004). Maka dari itu, KHI secara 

tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan (pasal 

19) mensyaratkan wali nikah harus seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat (pasal 20) (2) Wali nikah terdiri dari: 

a. Wali nasab; 

b. Wali hakim.  
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Pasal 20 angka (1) ini telah ditetapkan di dalam fiqh, 

terutama mazhab Syafi’i. Menurut Imam al- Bajuri, syarat 

yang harus dipenuhi bagi seorang wali adalah: 

1. Islam; 

2. Baligh; 

3. Berakal; 

4. Merdeka; 

5. Lelaki; 

6. Adil (tidak fasik). 

Dari uraian Imam al-Bajuri ini ada dua yang tidak 

dicantumkan KHI; yaitu merdeka dan adil, alasannya 

sekarang sudah tidak ada perbudakan. Sedangkan status 

adil tidak dicantumkan karena berpegangan pada pendapat 

kedua di dalam mazhab Syafi’i, bahwa wali yang fasik 

(terang-terangan dalam melakukan dosa besar) tetap dapat 

menjadi wali nikah.  

Keharusan adanya wali bertentangan dengan 

pandangan madzhab Hanafi diatas, bahwa tidak 

diperlukannya izin dari wali bagi wanita baligh dan 

merdeka, hal tersebut berarti wali itu memang tidak 
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termasuk rukun nikah melainkan penyempurna. Jika wali 

mujbir diharuskan, maka wajar jika banyak wanita dewasa 

yang menikah melalui jalur wali hakim karena wali ‘adhal 

(menolak) kendati pun membutuhkan proses yang cukup 

lama agar wali itu bisa berpindah kepada wali adhal.  

Akan tetapi di sisi lain pada pasal 17 yang 

mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya tentang 

persetujuan calon mempelai bertentangan dengan 

kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak 

memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, 

setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak 

menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib 

dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yg 

menikahkan anak kandung perempuannya. 

Alasan mengapa dalam KHI ataupun hukum islam di 

Indonesia tidak diberlakukan undang-undang atau aturan 

dalam hal hak ijbar seorang wali adalah untuk 

mengimplementasikan CEDAW dalam pemenuhan hak 

perempuan. CEDAW (The Convention on the Elimination 

of All Forms of Discrimination against Women) adalah 
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sebuah Kesepakatan Internasional untuk penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi 

ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi 

Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan 

standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab 

negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap 

perempuan. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut 

menandatangani Konvensi ini dan pada 24 Juli 1984 telah 

meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. 

Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang 

diratifikasi Indonesia. 

Karena dalam konsep hak ijbar wali dalam pernikahan 

menurut hukum syariat islam yang dijelaskan oleh 

beberapa ulama madzhab syafi’iyyah pun memang 

terdapat unsur paksaan untuk anak perempuan yang akan 

dinikahkan oleh walinya tersebut, hal itu tentu 

bertentangan dengan CEDAW yang sangat 

mengedapankan hak perempuan dalam berbagai hal 

termasuk dalam pernikahan. 
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Dalam KHI, hak ijbar wali dalam pernikahan memang 

tidak dijelaskan secara spesifik, namun dapat diambil 

kesimpulan bahwa ijbar pernikahan dalam hukum di 

Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan, mengingat 

demi terbentuknya keluarga sakinah pernikahan harus 

dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari kedua 

mempelai secara sadar dan tanpa adanya paksaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bahwa menurut madzhab Imam Syafi’i, yaitu Syaikh Ibrahim 

Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bajuri, menjelaskan 

hak ijbar wali dalam pernikahan itu diperbolehkan untuk 

seorang perempuan gadis (perawan) atau seorang istri yang 

belum pernah di gauli oleh suaminya dengan syarat harus 

menggunakan mahar mitsil, dan untuk seorang janda tidak 

diperbolehkan terkecuali atas persetujuan dirinya. Syeikh 

Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha Ad-dimyathi dalam 

kitabnya Hasyiyah I’anah At-thalibin, juga menjelaskan 

bahwa hak ijbar wali dalam pernikahan itu diperbolehkan 

dengan syarat calon suami untuk anak perempuan tersebut 

harus se-kufu, dengan artian setara dalam sebagai hal 

termasuk dari nasab-nya. 
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2. Bahwa dalam KHI, hak ijbar wali dalam pernikahan memang 

tidak dijelaskan secara spesifik, Akan tetapi di sisi lain pada 

pasal 17 yang mengharuskan petugas pencatat nikah bertanya 

tentang persetujuan calon mempelai bertentangan dengan 

kewenangan wali mujbir, karena wali mujbir berhak 

memaksakan putrinya menikah dengan pilihan sang wali, 

setuju atau tidak karena dalam KHI sendiri pun mutlak 

menjelaskan bahwa hak wali adalah rukun dan wajib 

dihadirkan pada saat pernikahan yaitu sebagai pihak yang 

menikahkan anak kandung perempuannya. dapat diambil 

kesimpulan bahwa ijbar pernikahan dalam hukum di 

Indonesia itu sebaiknya tidak untuk dilakukan, mengingat 

demi terbentuknya keluarga sakinah pernikahan harus 

dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari kedua 

mempelai secara sadar dan tanpa adanya paksaan. 

3. Bahwa seorang wali mujbir atau hak ijbar wali merupakan hak 

yang dimiliki oleh seorang wali yang didukung oleh pendapat 

madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Dari 

poin 1 hak ijbar wali boleh dilakukan dengan syarat yang 

sudah ditentukan, dan pada poin 2 dikarenakan hak ijbar wali 
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tidak dibahas secara spesifik dalam KHI maka ada baiknya 

untuk tidak dilakukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian tentang hak ijbar wali dalam pernikahan perspektif 

madzhab Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam itu tidak 

sama, akan tetapi tetap relevan, dikarenakan isi dan dasar dari 

Kompilasi Hukum Islam sendiripun dibuat dan dibentuk oleh 

para ulama, sama hal nya seperti sebuah hukum yang ditinjau 

dari pandangan ulama madzhab syafi’iyyah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan diatas, maka saran yang dapat peneliti kemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membahas tentang perspektif madzhab Imam 

Syafi’i terkait hak ijbar wali dalam pernikahan, sebab dalam 

penelitian ini hanya membahas dari segi pendapat para ulama, 

maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas hak 

ijbar wali dari segi lainnya, seperti psikologi atau sosiologi. 

2. Penelitian ini membahas tentang perspektif Kompilasi Hukum 

Islam terkait hak ijbar wali dalam pernikahan, yang 

sebetulnya dalam KHI permasalahan itu tidak dibahas secara 
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spesifik, diharapkan selanjutnya akan ada peraturan hukum di 

Indonesia baik dalam bentuk Undang-undang ataupun Intrusi 

Presiden tentang hak ijbar wali. 

3. Penelitian ini membahas relevansi perspektif madzhab Imam 

Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam tentang hak ijbar wali 

dalam pernikahan, yang mana hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa hal tersebut tidak sama, tetapi tetap relevan. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti beberapa 

perspektif lain yang bisa ditemukan persamaannya dan yang 

relevan antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. 
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